BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520/ 468 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH (OKKP-D)
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Mutu Pangan Segar
Asal Tumbuhan di Kabupaten Kendal dan untuk
memberikan penjaminan keamanan pangan salah
satunya melalui mekanisme perizinan pangan segar yang
akan diedarkan dalam kemasan ecer oleh pelaku usaha,
maka sesuai Pedoman Penerbitan Regristrasi Pangan
Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil
(PSAT-PDUK) Tahun 2021 dan Nota Dinas Pit. Kepala
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor :
520/5646/DPP tanggal 22 November 2021 perihal
Penunjukan Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan
Daerah (OKKP-D) Kabupaten Kendal, perlu menunjuk
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
(OKKP-D) Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Menimbang : a.

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana ‘
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan |
Bupati tentang Penunjukan Ketua Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten Kendal; |

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang |
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah |
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 |
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan |
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam |
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara |
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); \

p

Mengingat




10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012,
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976,
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6442);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
53 /Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan
dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016




Menetapkan
KESATU

KEDUA

Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 159)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Nomor 200);

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 63 Seri D No. 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kendal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Kendal sebagai Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan
Daerah (OKKP-D) Kabupaten Kendal.

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan
Daerah (OKKP-D) Kabupaten Kendal yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kendal;

2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran Pangan Segar Asal
Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-
PDUK) apabila permohonan online belum dapat dilakukan
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kendal; dan

/,




3. Melaksanakan pengawasan terhadap keamanan dan mutu
Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri
Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

KETIGA - Ketua sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan
hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kendal dan sumber dana lain yang sah dan tidak

mengikat.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
. I Desember 2021

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
| anhDﬁmstmmmModaldedayarmTﬁpahSamHnm&hxpaMKmﬂak
2. Arsip.




